BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ J/—)— /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN

Menimbang

Mengingat

SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)

Peraturan Bupati Tabalong Nomor S Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Daerah, dalam rangka pemberian Bantuan Iuran Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dilaksanakan oleh
Tim Verifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



3.

10.

2

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi
Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6893);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi
Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 23);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lamniran vang merunakan bagian tidak ternisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi berupa:
a. survei kelengkapan;
h.  keabhsahan;dan
c. kelayakan berkas usulan calon Penerima Bantuan iuran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- N Ditetapkan di Tanjung |
__PARAF HIERAR ___PARAF KOORDINAS pada tanggal @ gubrrars A2
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HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

2. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan)

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabalong di Tanjung




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 5%} /2025

TANGGAL (,q,,x,mw; Y5

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN IURAN

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KARUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM
DINAS TIM
1. | Bupati Tabalong Pengarah {
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Ketua
5. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Wakil Ketua
6. | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sekretaris
Tabalong
7. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
8. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
9. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong
10. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Anggota
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
11. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Anggota
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
12. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Anggota
Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Anggota
Desa Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian pada Anggota
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tabalong
15. | Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong Anggota
16. | Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Anggota
Sipil Kabupaten Tabalong
17. | Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Anggota
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
18. | Kepala Bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Anggota
Kabupaten Tabalong
19. ( Analis Bahan Penyelesaian Perselisthan Hubungan Anggota

Industrial Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tabalong
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[20. [ Pengolah Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan | Anggota [
Sosial Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Tabalong

21. | Koordinator PKH Kabupaten pada Dinas Sosial Kabupaten Anggota
Tabalong

22. | Staf pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong Anggota

2 (dua) orang

Pj. BUPATI TABALONG,
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